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IKHTISAR 
 
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. 
HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PERKAWINAN SATU 
RUMPUN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT 
MUSLIM BATAK TOBA (Studi Kasus di Kecamatan Doloksanggul 
Kab. Humbang Hasundutan). Penelitian ini membahas persoalan 
perkawinan satu rumpun marga yang menjadi fenomena yang menarik pada 
masyarakat adat Batak Toba. Perkawinan satu marga dianggap sebagai 
perkawinan terlarang ditengah-tengah masyarakat Batak Toba dan yang 
melaksanakannya mendapat sanksi adat. Hal ini dianggap karena masih 
memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang erat. Perkawinan  satu  
rumpun marga akan menimbulkan kerancuan dalam partuturan masyarakat  
Batak Toba berdasarkan dallihan natolu baik dalam acara peradatan maupun 
dalam praktek kehidupan sehari-hari. Fenomena ini terjadi pada masyarakat 
Muslim Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan. Berdasarkan 
hal ini penelitian dilakukan dengan memfokuskan rumusan masalah yaitu 
bagaimana perkawinan satu rumpun marga menurut adat Batak Toba dan 
bagaimana pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan tentang perkawinan 
satu rumpun marga pada masyarakat Muslim Batak Toba. Pada prosesnya 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, 
sumber data primer pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan dan data 
sekunder yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian 
ini, dimana peneliti berkesimpulan; pertama, bahwa semua raja adat satu 
pemahaman tentang perkawinan satu rumpun marga wajib dihindari oleh 
masyarakat Batak Toba. Karena marga tersebut sesungguhnya dibuat sebagai 
identitas dan titipan oleh para nenek moyang dan para leluhur masyarakat 
Batak Toba. Konsekuensi yang mereka berikan pada dasarnya diberlakukan 
juga oleh para tokoh-tokoh adat sebelum mereka memberikan sanksi dan efek 
jera. Kedua, MUI Kab. Humbang Hasundutan berpandangan bahwa 
perkawinan satu rumpun marga pada masyarakat Muslim Batak Toba sah dan 
tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan rukun, syarat dan 
tidak bertentangan dengan Qs. An-Nisa ayat 23 tentang wanita-wanita yang 
dilarang untuk dinikahi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai latar belakang 
kesukuan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS), terdapat 1. 340 suku
1
 yang mewarnai keragaman negeri ini dan 
memiliki sejarahnya masing-masing serta bertanggung jawab untuk 
melestarikannya sebagai norma dan pandangan hidup mereka di negeri yang 
plural ini. Realita ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al- Hujarat : 
13 : 
                                     
           
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al- Hujarat : 13)
2
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Hasil sensus Demografi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 
 
2
Departemen Agama RI,  al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Fajar Mulia, 
2012), h. 518 
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Keragaman suku bangsa di Indonesia ini ternyata diikuti dengan 
kekayaan aturan dan kemudian membentuk sebuah sistem tingkah laku yang 
dikenal dengan adat istiadat. Sistem tersebut hidup di masing-masing suku 
dan memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Salah satu contoh dapat 
dilihat pada peristiwa perkawinan yang berkembang di masyarakat adat.  
Surojo Wignjodipuro menjelaskan dalam bukunya, bahwa perkawinan 
sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, 
sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal 
mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, 
bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.
3
  
Ini berarti bahwa perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat 
membentuk hubungan kekeluargaan yang baru. Sebagaimana Hilman 
Hadikusuma menambahkan bahwa perkawinan bukan hanya saja berarti 
sebagai suatu perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan 
sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.
4
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Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat (Jakarta: Gunung 
Agung, 1983), h. 122 
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Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung; Mandar Maju, 
2003), h. 8  
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa perkawinan berhubungan erat 
dengan kekeluargaan, realita tersebut banyak diterapkan di tengah 
masyarakat adat atau kesukuan di Indonesia dan sebagai usaha 
mempertahankan sistem tradisional, baik secara objektif maupun subjektif 
guna menggali makna dan manfaat sebagaimana yang mereka yakini. 
Contohnya dalam sistem perkawinan masyarakat Batak Toba yang 
memberikan batasan terhadap identitas masyarakatnya sesuai dengan marga 
yang melekat pada masing-masing individu. Batasan itu berkaitan dengan 
kebolehan menikah dengan berbeda marga atau sebaliknya ketidakbolehan 
menikah dengan satu rumpun marga.  
Lebih lanjut, aturan adat tersebut menuntut seseorang yang ingin 
melangsungkan perkawinan harus mencari pasangannya di luar rumpun 
marganya. Jika terjadi perkawinan antar satu rumpun marga akan 
berimplikasi hukum dengan pemberian sanksi dari tokoh atau raja adat serta 
masyarakat adat Batak Toba. Hal ini dikarenakan perkawinan satu rumpun 
marga dianggap masih memiliki hubungan nasab dan kekerabatan yang 
sama. Contohnya marga Purba tidak boleh menikah dengan marga Purba 
dan marga Purba juga tidak boleh menikah dengan marga Lumban Batu 
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karena kedua marga tersebut masih dalam satu rumpun marga, begitu pun 
dengan marga-marga lain yang berada dalam rumpun marga yang sama.
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Adapun sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan 
perkawinan dalam satu rumpun marga ialah di asingkan dari masyarakat 
adat, tidak dilibatkan dalam acara kemasyarakatan dan musyawarah adat.  
Walaupun sanksi tersebut tidak tertulis dan tidak memiliki legalitas dari 
pemerintah, namun hingga saat ini larangan menikah satu rumpun marga 
masih dianggap sakral dan tetap terjaga di tengah masyarakat Batak Toba.   
Adat istiadat tentang ketidakbolehan menikah dengan satu rumpun 
marga sesungguhnya telah dilaksanakan secara turun temurun dari nenek 
moyang dan masih berjalan hingga saat ini. Oleh karenanya. tokoh adat dan 
masyarakat sangat memperhatikan dan mengawasi betul prosesi perkawinan 
yang terjadi di tengah masyarakat Batak Toba. 
 Namun, meski adat istiadat tersebut telah berjalan demikian ketatnya 
tetap saja ada terjadi perkawinan satu rumpun marga khususnya di 
masyarakat Batak Toba Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang 
Hasundutan, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama nasrani 
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Op. Hasiholan Sihite, Adat Batak Toba, Wawancara, Barangan, tanggal 24 Maret 
2018 
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sebagai agama mayoritas di suku Batak Toba maupun pada masyarakat yang 
beragama Islam. Realitanya masyarakat Batak Toba yang beragama nasrani 
sangat sedikit yang melakukan perkawinan satu rumpun marga karena gereja 
tidak akan melegalkan perkawinan tersebut. Sebaliknya, masyarakat Batak 
Toba yang beragama Islam hal ini tidak masalah secara agama karena 
perkawinan satu rumpun marga  dianggap sah dilakukan selama perkawinan 
tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak termasuk dalam 
kategori wanita yang haram dinikahi.  
Beberapa ulama dan tokoh agama di Kabupaten Humbang 
Hasundutan memberikan penjelasan mengenai permasalahan tersebut dari 
perspektif hukum Islam. Diantaranya adalah Bapak H. Walter Tumanggor. 
Beliau pernah menjabat sebagai Ketua MUI Kab. Humbang Hasundutan 
menyatakan bahwa pelaksanaan adat yang demikian sesungguhnya 
bertentangan dengan hukum Islam. Beliau juga berpandangan bahwa 
perkawinan satu rumpun marga sah dilakukan asalkan tidak bertentangan 
dengan Qur`an Suraj an-Nisa ayat 23
6
 :   
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 ْخلأا ُتاَن َبَو ِخلأا ُتاَن َبَو ْمُكُتلااَخَو ْمُكُتا َّمَعَو ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَن َبَو ْمُكُتاَه َُّمأ ْمُكْيَلَع ْتَمِّرُح ِت
 ِف تِلالا ُمُكُِبئَبََرَو ْمُكِئاَسِن ُتاَه َُّمأَو ِةَعاَضَّرلا َنِم ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضَْرأ تِلالا ُمُكُتاَه َُّمأَو  ْنِم ْمُِكروُجُح
 ُكِئاَن َْبأ ُلِئلاَحَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج لاَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد اُونوُكَت َْلَ ْنَِإف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد تِلالا ُمُكِئاَسِن ْنِم َنن ِِ َّلا ُم
 ُفَغ َناَك ََّللَّا َّنِإ َفَلَس ْدَق اَم لاِإ ِْيْ َتْخلأا َْيْ َب اوُعَمَْتَ ْنَأَو ْمُكِبلاْصَأ( اًميِحَر ًارو٣٢) 
Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan  saudara-saudaramu yang perempuan, 
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS An-Nisa 4:23).
7
 
Selain itu, Ustadz Tarmizi, Spd, I yang juga merupakan salah satu 
tokoh agama di Kecamatan Doloksanggul menambahkan bahwa ayat diatas 
menjelaskan tentang perempuan yang haram dan halal dinikahi, artinya 
meskipun perempuan yang dinikahi itu satu rumpun marga tetapi termasuk 
yang halal dinikahi, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Sebaliknya, 
meskipun perempuan tersebut tidak satu rumpun marga tetapi termasuk 
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perempuan yang haram dinikahi maka perkawinan tersebut tidak sah 
menurut hukum Islam.
8
  
Mayoritas masyarakat Muslim di Kecamatan Doloksanggul Kab. 
Humbang Hasundutan merupakan berasal dari suku Batak Toba terikat 
dengan adat yang mengitarinya, ada beberapa di antara mereka yang 
melakukan perkawinan satu rumpun marga, walau dengan segala 
konsekuensi logis berupa sanksi adat yang harus diterima sebagai implikasi 
dari pelanggaran adat tersebut.  
Contoh kasus yang peneliti temukan di lapangan dilakukan oleh 
bapak Ahmad Rizal Lumban Batu yang menikah dengan ibu Lamriah Br. 
Lumban Gaol, kedua marga tersebut termasuk satu rumpun marga dan 
secara adat tidak dibenarkan. Setelah keduanya menikah, tokoh adat Batak 
Toba menjatuhkan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan adat selama 
keduanya belum melaksanakan pesta sebagai permintaan maaf kepada 
leluhur. 
Peristiwa yang sama juga terjadi pada bapak Junjungan Purba, 33 
tahun yang menikah dengan ibu Nurmaida Br. Pakpahan 26 tahun. Marga 
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Purba dan Pakpahan menurut adat Batak Toba adalah satu rumpun marga, 
oleh sebab itu perkawinan mereka tidak dianggap sah dalam adat dan harus 
menerima sanksi sebagaimana yang dialami pasangan pertama di atas.  
Selain kasus di atas, beberapa perkawinan yang dilakukan oleh umat 
Islam di Kecamatan Doloksanggul harus diakhiri hanya karena mereka 
berada pada satu rumpun marga. Permasalahan ini telah menarik perhatian 
masyarakat adat dan bahkan mengundang keresahan mengingat peristiwa 
tersebut melanggar hukum adat yang mereka junjung tinggi dari zaman ke 
zaman. Perkawinan demikian dinilai sangat bertentangan dengan eksistensi 
masyarakat Batak Toba yang sangat menghargai peninggalan para leluhur 
termasuk di dalamnya ketidak bolehan menikah dengan satu rumpun marga.  
Munculnya keinginan yang kuat dibarengi dengan keberanian 
masyarakat Muslim melakukan perkawinan satu rumpun marga tersebut 
dilatari dengan pandangan ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kab. Humbang Hasundutan tentang kebolehan menikah 
dengan satu rumpun marga yang bukan termasuk haram dinikahi secara 
Islam. Jawaban itu diterima setelah masyarakat mempertanyakan hukum 
perkawinan satu rumpun marga kepada MUI Kab. Humbang Hasundutan 
sebelum mereka melangsungkan perkawinan tersebut.  
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Salah satu isi pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan adalah 
meminta kepada umat Islam agar tetap melangsungkan perkawinan sesuai 
dengan syariat Islam dan tidak dibebankan sanksi adat oleh ketua adat. 
Pandangan demikian sangat dibutuhkan sebagai jawaban konkrit dari 
permasalahan yang sempat memasuki dinamika yang panjang dan 
bersumber dari institusi keagamaan yang terpercaya seperti MUI. 
Oleh karena itu, hal di atas akan penulis teliti dan lebih lanjut 
menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pandangan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kab. Humbang Hasundutan Terhadap Perkawinan 
Satu Rumpun Marga Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim  
Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Doloksanggul Kab. 
Humbang Hasundutan). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana perkawinan satu rumpun marga menurut adat Batak 
Toba ? 
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2. Bagaimana pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan tentang 
perkawinan satu rumpun marga pada masyarakat Muslim Batak 
Toba? 
C. Tujuan Penulisan  
Tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui perkawinan satu rumpun marga pada 
masyarakat Batak Toba. 
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan 
mengenai perkawinan satu rumpun marga dalam sistem 
perkawinan masyarakat muslim Batak Toba. 
D. Kegunaan Penulisan  
1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan 
akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang 
hukum keluarga Islam serta sebagai bahan pertimbangan 
pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum 
Islam dan hukum Adat. 
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, 
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khususnya terkait hukum perkawinan satu rumpun marga di 
tengah masyarakat adat. 
E. Batasan Istilah 
Untuk memudahkan memahami istilah-istilah dalam penelitian 
ini, maka dapat dilihat melalui batasan-batasan istilahnya yaitu sebagai 
berikut: 
1. Satu Rumpun Marga : Pengelompokan marga-marga yang memiliki 
sejarah yang sama dan dianggap memiliki hubungan kekerabatan 
atau kekeluargaan. Dalam hal ini penyusun membatasi dalam 
identitas rumpun marga sehingga pasangan yang menikah harus 
berada di luar rumpun marga mereka. 
2. Tokoh Adat: Seseorang yang memiliki status sebagai pemuka adat 
yang paham seluk beluk adat tersebut. Dalam hal ini yang penulis 
maksud adalah tokoh adat mayarakat batak. Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) : Lembaga yang mewadahi para ulama, dzu`ama, 
dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, 
dan mengayomi umat Islam diseluruh Indonesia. Dalam penulisan 
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ini penulis batasi hanya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. 
Humbang Hasundutan.   
F. Kerangka Teori 
 Proses perkawinan dalam Islam tentunya harus memenuhi syarat dan 
rukun pernikahan dan terhindar dari larangan perkawinan. Sehingga ketika 
akan dilaksanakan perkawinan bagi seorang lelaki harus memperhatikan 
dengan teliti mengenai status si perempuan yang akan dijadikan calon 
mempelai wanita. Ketentuan mengenai perempuan dalam Islam, perempuan 
dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, para perempuan yang halal 
dinikahi dan istilah ini disebut dengan al- nisa al- ajnabiyyat (wanita yang 
ajanabi). Maksud wanita yang ajnabi ialah para wanita yang halal dinikahi 
tanpa adanya sangkut pautnya dengan nasab (keturunan), pernikahan, 
maupun sesusuan. Kedua, para wanita yang haramm dinikahi, wanita yang 
haram dinikahi disebut dengan al-nisaa al- muharramat (wanita yang haram 
dinikahi) karena ada beberapa ikatan yang menghalangi untuk dinikahi. 
Ikatan yang dimaksud adalah ikatan nasab, ikatan perkawinan dan ikatan 
sesusuan.  
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 Salah satu fungsi marga adalah sebagai landasan pokok yang 
mengatur ketertiban dalam masyarakat adat Batak, agar perkawinan antar 
saudara tidak terjadi dan juga untuk  mengatur  hubungan-hubungan  antara  
berbagai  pihak  akibat  kompleksnya hubungan antara keturunan serta untuk 
mengurangi konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya  
marga, hubungan kekerabatan terjalin yang teratur satu marga atau keluarga, 
menunjukkan tali pengikat untuk mempersatukan antara seseorang dengan 
orang lain, mengikat rasa persaudaraan dan kekerabatan dalam kelompok 
suku Batak. Ada awal cerita adanya marga-marga Batak diceritakan bahwa 
dulunya marga-marga  tersebut  adalah  nama-nama  dari  seseorang,  dan  
oleh  karena  itu  di dalam  keluarga  nama-nama  anak  tadi  dari  seorang. 
 Seiring perkembangan sekarang ini, nama-nama tadi dijadikan 
sebagai  marga,  dan  marga  ayahnya  lah  yang  menjadi  nama  
perkumpulan  atau nama  rumpun  mereka.  Jelaslah bahwa  marga-marga  
yang  ada didalam satu rumpun marga adalah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
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Jenis penelitan yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan 
skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data 
nyata yang berkaitan dengan perkawinan satu rumpun marga pada 
Masyarakat Muslim Batak Toba. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis ialah suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 
pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat 
deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
9
  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,  yaitu suatu metode 
yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak 
dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. 
2. Lokasi Penelitian.       
 Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Doloksanggul Kab. 
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Humbang Hasundutan, berdasarkan purposive sampling yaitu sampel 
yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
3. Populasi dan Sampel 
Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat 
muslim Batak Toba di Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan 
termasuk tokoh Adat. Umat Islam di Kecamatan Doloksanggul terdapat 257 
KK yang terdiri dari 189 KK bersuku Batak Toba dan 68 KK merupakan 
masyarakat pendatang. 
Sementara itu, sampel yang peneliti gunakan ialah umat Islam yang 
telah melangsungkan perkawinan satu rumpun marga sebanyak 6 pasang dan 
diperkuat dengan pendapat 4 tokoh adat sebagai representasi tokoh adat di 
Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan.  
4. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data-data 
yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat 
kualitatif dan dari informan-informan lainnya, kedua data-data yang 
diperoleh melalui kajian perpustakaan (library reseach), yaitu dengan cara 
mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan 
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dengan hukum perkawinan, khususnya dalam permasalahan perkawinan satu 
rumpun marga. 
5. Instrumen Pengumpulan Data  
Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa instrument 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi 
Penulis telah melakukan observasi/ pengamatan secara langsung 
pada masyarakat muslim yang mendapat sanksi dari para tokoh 
adat, yaitu Bpk. J. Purba dan Ibu N Br. Pakpahan, Bpk. M. 
Manullang dan Ibu N Br. Sihite, Bpk. J. Panjaitan dan Ibu  N. 
Pakpahan, Bpk P. Lumban Gaol dan Ibu M. Lumban Nahor, Bpk. 
A.  Simanjuntak dan Ibu L. Siagian, Bpk. A.R. L. Batu dan Ibu L. 
L. Gaol.  
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan terhadap masyarakat muslim Batak Toba 
yang melangsungkan perkawinan Satu Rumpun Marga di 
Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan dan tokoh 
yang menjadi representasi masyarakat adat.  
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6. Analisis Data 
Penyusun menggunakan metode analisi kualitatif yaitu metode dalam 
mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis 
data sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah data-data 
tersebut diperoleh maka digunakan metode : 
a) Induktif :  menganalisis data yang bersifat khusus kepada 
hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta 
yang berkenaan  dengan perkawinan  satu rumpun marga 
dalam sistem perkawinan masyarakat batak Toba. Kemudian 
diambil suatu substansi dari masing-masing fakta yang 
selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. 
Sehingga hal ini dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip 
umum dari sebuah norma.  
b) Deduktif   :  menganalisis data yang bersifat umum kepada hal-
hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum 
dari pandangan dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian 
dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat 
secara aktual.  
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7.  Pedoman Penulisan  
Adapun pedoman yang diikuti penulis dalam menyusun skriprsi ini 
adalah Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas 
Syari`ah dan Hukum UIN-SU Medan Tahun 2018. 
H. Kajian Terdahulu 
 Kajian tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia  Humbang 
Hasundutan tentang belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, 
akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki 
kemiripan, sebagai berikut :  
1. Skripsi yang dibuat oleh Yusan Elpriani Simanjuntak Persepsi 
Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat 
Suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera 
Utara mengenai larangan Suku Batak Toba melangsungkan 
perkawinan dengan satu marga meskipun bukan saudara kandung, 
sebab merea dianggap satu keturunan, satu nenek moyang dan 
bahkan satu perut. Hal ini dilatar belakangi oleh ketakutan masyarakat 
batak toba akan marahnya roh-roh leluhur. Karena jalannya melawan 
arus.    
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I. Sistematika Pembahasan 
 Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka 
penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk 
memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:  
Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian,   
kajian terdahulu dan sistematika penulisan.  
Bab II, Kajian Teori mengenai bentuk perkawinan dalam masyarakat 
Batak Toba: Ketidakbolehan menikah, alasannya, pandangan Islam tentang 
perkawinan, wanita yang boleh dan yang haram dinikahi. 
Bab III, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 
berisi gambaran umum, dan keadaan masyarakat, serta kondisi Majelis 
Ulama Indonesia  Humbang Hasundutan.  
Bab IV, hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan perkawinan 
dalam sistem perkawinan masyarakat Batak Toba, pandangan Umat Islam 
tentang perkawinan satu rumpun marga, pandangan tokoh adat tentang 
masyarakat Batak Toba, kondisi masyarakat setelah pandangan MUI Kab. 
Humbang Hasundutan,  Analisis.  
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Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Perkawinan Satu Rumpun Marga Dalam Masyarakat Batak Toba  
 Hukum adat merupakan bagian paling fundamental dalam lingkungan 
sosial, karena berhubungan secara langsung dan memiliki pengaruh besar 
dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Teer Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtschool, Batavia 
tahun 1937 yang berjudul Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in 
wetwnschap, pracktijk en onderwijs. Menurutnya hukum adat adalah seluruh 
peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh 
wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa 
adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat 
sama sekali.
1
 
 Dalam masyarakat adat, hukum adat memiliki pengaruh yang lebih 
besar dari pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena dianggap 
sebagai representasi dari penegak nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai 
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dengan alam rohani mereka. Dengan kata lain, hukum adat merupakan 
refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan 
aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi 
satu sistem dan memiliki sanksi.
2
  
 Dalam praktik hukum adat, masyarakat hukum adat terbagi menjadi 3 
kategori, yaitu territorial, geneologis  dan territorial-geneologis. Masyarakat 
hukum atau persekutuan territorial adalah, masyarakat yang tetap teratur, 
anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik 
dalam ikatan duniawi maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat 
pemuajaan roh-roh nenek moyang.    
 Sedangkan masyarakat hukum atau persekutuan yang bersifat 
geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para 
anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, 
baik secara langsung maupun tidak langsung karena pertalian perkawinan 
atau pertalian adat.
 3
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 Masyarakat hukum yang territorial-geneologis adalah kesatuan 
masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja 
terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan 
dalam ikatan pertalian darah/ kekerabatan. Dalam bentuk yang asli adalah 
seperti masyarakat kuria dengan huta-huta-nya di lingkungan masyarakat 
Tapanuli, marga dengan dusun-dusun di Sumatera dan marga dengan tiyuh-
tiyuh di masyarakat Lampung. 
4
 
 Selain itu, dari segi pertalian keturunan masyarakat hukum adat 
mengenal 3 (tiga) macam :  
1. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki, hal ini terdapat dalam 
masyarakat hukum adat Batak Toba, Bali, Ambon. 
2. Pertalian keturunan menurut garis perempuan, hal ini terdapat dalam 
masyarakat hukum adat Minangkabau, Kerinci, Semendo. 
3. Pertalian keturunan menurut garis ibu bapak, hal ini terdapat dalam 
masyarakat hukum adat Bugis, Jawa, Dayak, Kalimantan.  
 Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian 
keturunan menurut garis laki-laki (patrilineal) terbagi dalam kesatuan-
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Ibid., h. 107   
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kesatuan yang kecil, dalam bahasa Belanda disebut gezin, terdiri dari Ayah, 
Ibu dan Anak. Untuk mempertahankan garis keturunan patrilineal, maka 
perkawinan dalam masyarakat hukum adat kebapakan dilangsungkan 
dengan mengambil calon istrinya dari suatu klan (rumpun) lain dari pada 
klannya sendiri. Perkawinan yang dilangsungkan demikian disebut 
perkawinan exogami.
 5
  
 Demikian halnya pada masyarakat adat Batak Toba yang 
dikelompokkan dalam suatu marga yang merupakan keturunan dari kakek 
bersama, dan garis keturunan yang dihitung melalui Bapak (patrinineal) yang 
akan diteruskan keturunannya secara terus menerus.
6
 Oleh karenanya pada 
masyarakat Batak Toba, masalah perkawinan dianggap penting dan 
berpengaruh di dalam kehidupannya karena melalui perkawinan tersebut, 
marga dari orang tua laki-laki dapat diteruskan.
7
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 Dari perspektif sejarah, asal muasal marga pada masyarakat Batak 
Toba diawali dengan menetasnya 3 (tiga) telur yang berwujud manusia dan 
diberi nama tuan batara guru, ompu tuan soripada dan ompu tuan 
mangalabulan. Ketiganya melakukan perjalanan ke Hulambajati untuk 
mencari seorang wanita. Mulayadi Na bolon pun mengirimkan tiga wanita 
untuk mereka. Siboru Parame sebagai istri Batara guru, siboru parorot untuk 
Ompu tuan soripada dan siboru panuturi untuk boru tuan mangalabuan. 
 Hasil perkawinan tersebut melahirkan banyak keturunan. Perkawinan 
batara guru dengan si boru Parame melahirkan anak yang diberi nama Tuan 
Sori Muhammad, dari ompu Tuan Soripada dengan si boru Parorot 
dikaruniai anak yang diberi nama Tuan Mangala Bulan dan dari pasangan 
ompu Tuan Mangala Bulan dengan si boru panuturi lahirlah seorang anak 
laki-laki yang diberi nama Tuan Dipampat Tinggi Sabulan.
 8
  
 Nama-nama di atas kemudian diabadikan menjadi marga dan terus 
berkembang hingga mencapai ratusan marga. nama-nama tersebut 
cenderung sulit dipahami bagaimana alur kekerabatan yang terjalin diantara 
mereka. Sehingga kemudian di kelompokkan menjadi rumpun-rumpun 
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Richard Sinaga, Silsilah Marga-marga (Jakarta : Dian Utama, 2015),  h. 31-32 
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marga. Ikatan kekeluargaan dalam masyarakat Batak Toba sangat 
diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan. Masyarakat Batak Toba 
sering menikahkan putranya dengan boru tulang (putri saudara laki-laki ibu) 
keponakannya langsung. Menurut Soerjono Soekanto, hal ini justru 
dianjurkan karena bagi masyarakat batak perkawinan yang ideal itu adalah 
perkawinan antara orang-orang rumpal (marpariban).
9
  
 Perkawinan satu rumpun juga dimaknai dalam tiga hal. Pertama, 
dipahami sebagai orang yang menikah antara satu marga dengan marga 
yang sama. Kedua, dipahami sebagi orang yang melangsungkan perkawinan 
antara satu marga dengan marga yang lain dan marga tersebut berada satu 
rumpun (kelas) dalam suku Batak Toba. Ketiga, dimaknai dengan 
perkawinan antara satu marga dengan marga lain, tetapi satu rumpun dan 
berbeda suku.  
 Masyarakat Batak Toba memiliki jumlah marga yang sangat banyak, 
sehingga dibentuk kelompok marga atau yang sering disebut sebagai rumpun 
untuk memudahkan mengenali dan memahami sejarahnya. Berikut marga-
marga yang terdapat dalam masyarakat Batak Toba : 
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Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2012), h. 217 
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1. Ambarita, Aritonang, Aruan, Anakampun  
2. Bakkara, Banjar Nahor, Barimbing, Batu Bara, Butar-butar 
3. Girsang, Gorat, Gultom, Gurning 
4. Habeahan, Harahap, Harianja, Haro (Raja gukguk), Hasibuan, 
Hasugian, Hutabalian, Hutabarat, Hutagalung, Hutagaol, Hutahaean, 
Hutajulu, Hutapea, Hutasoit, Hutasuhut, Hutauruk 
5. Limbong, Lubis, Lumban Batu, Lumban Gaol, Lumbannahor, 
Lumbanpea, Lumbanraja, Lumban Siantar, Lumban Tobing, Lumban 
Toruan, Lumban Tungkup 
6. Mahulae, Malau, Manalu, Manihuruk, Manik, Manurung, Marbun, 
Marpaung, Matondang, Munte 
7. Napitupulu  
8. Pakpahan, Pandiangan, Pane, Pangaribuan, Panggabean, Panjaitan, 
Parapat, Pardede, Pardosi, Parhusip, Pasaribu, Pintubatu, Pohan, 
Purba. 
9. Ompusunggu 
10. Rambe, Rajagukguk, Ritonga, Rumahorbo, Rumapea, Rumasinggap, 
Rumasondi 
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11. Sagala, Samosir, Saragi, Saruksuk, Sarumpaet, Siadari, Siagian, 
Siahaan, Siallagan, Siambaton, Sianipar, Sianturi, Sibarani, 
Sibagariang, Sibangebange, Siboro, Sibuaton (boataon), Sibuea, 
Sidauruk, Sidabalok, Sidabariba, Sidabutar, Sidabungke, Sigalingging, 
Sihaloho, Sihite, Sihombing, Sihotang, Sijabat, Silaen, Silaban, 
Silalahi, Silitonga, Simamora, Simandalahi, Simangunsong, 
Simanjorang, Simanjuntak, Simanullang, Simanungkalit, Simaremare, 
Simargolang, Simarmata, Simatupang, Simbolon, Simorangkir, 
Sinaga, Sinambela, Sinambela, Sinurat, Sipahutar, Sipangkar, 
Sipayung, Sirait, Sirandos, Siregar, Siringoringo, Sitanggang, 
Sitindaon, Sitinjak, Sitio, Sitohang, Sitompul, Sitorus, Situmeang, 
Situmorang, Situngkir, Sorin, Solin 
12. Tambun, Tambunan, Togatorop, Tinambunan, Tobing, Tumanggor.10 
 
B. Sanksi Perkawinan Satu Rumpun Marga Dalam Adat Batak 
Toba 
 Sistem  kemasyarakatan  mempunyai  beberapa  aspek,  dan  salah  
satunya adalah  sistem  kekerabatan.  Sistem  kekerabatan  adalah  pola  
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WM. Hutagalung, Pustaka Batak : Tarombo Dohot Turiturian ni Bangso Batak 
(Pangururan: Tulus Jaya, 1926), h. 32-36   
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tingkah  laku berdasarkan  pengalaman  dan  penghayatan  yang  menyatu  
secara  terpadu  dalam wujud ideal dan fisik kebudayaan.
11
 Forman (2009) 
menyatakan bahwa dalam lingkungan suku Batak Toba, sistem  
kekerabatannya  diatur  di  dalam  sistem  kekerabatan  patrilinial  yang 
berlandaskan organisasi sosial marga. Marga merupakan dasar untuk 
menetukan partuturan juga hubungan persaudaraan baik untuk kalangan 
semarga maupun di marga-marga lainnya. Marga juga merupakan nama 
persekutuan dari orang-orang bersaudara  (sedarah),  seketurunan  menurut  
garis  bapak  yang  mempunyai  tanah sebagai  milik  bersama  di  tanah  asal  
atau  tanah  leluhurnya,  sehingga  dengan adanya  marga  hubungan  
kekerabatan  menjadi  jelas  dan  setidak-tidaknya  dapat memperkecil  
terjadinya  perkawinan  satu  marga  yang  sangat  di  larang  di  dalam 
budaya batak.  
 Adat perkawinan Batak Toba mempunyai beberapa perkawinan yang 
dilarang terjadi  yaitu  perkawinan  satu  marga/satu  rumpun  marga,  
namarpadan,  dua punggu saparihotan, dan marboru namboru
12
. Bagi orang 
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Batak, perkawinan semarga ataupun perkawinan satu rumpun marga  disebut  
dengan  incest,  hal  ini  dilarang  dan  tidak  diperbolehkan  terjadi karena di 
dalam Vergowen  dikatakan bahwa perkawinan satu rumpun marga ini masih 
dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, dan bagi orang Batak 
Toba orang yang satu rumpun marga dengan dirinya disebut dengan dongan  
sabutuha atau  dongan  tubu yang  artinya  mereka  berasal  dari  satu  asal 
perut ibu moyang yang pertama.
13
 
 Perkawinan  satu  rumpun  marga  ini  melanggar  hukum  perkawinan  
adat yang ada di suku Batak Toba yaitu mengenai perkawinan ideal yang 
seharusnya melakukan  perkawinan  dengan  pariban.  Perkawinan  satu  
rumpun  marga  juga dapat merusak atau mengganggu susunan dari struktur 
kekerabatan dalam dalihan natolu   yang berlaku di dalam masyarakat Batak 
Toba. Hasil dari perkawinan satu rumpun  marga  ini  mengakibatkan  
seseorang  tidak  dapat  mar tarombo dengan baik. 
 Perkawinan  satu  rumpun  marga  ini  akan  mengganggu  susunan 
kekerabatan  yang  ada  dalam  struktur  dalihan  natolu Pernikahan  adat  
Batak  Toba  mengandung  nilai  sakral  karena  dalam pemahaman  
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pernikahan  adat  Batak,  terdapat  pengorbanan  bagi  parboru (pihak 
pemberi perempuan) karena ia berkorban memberikan satu nyawa manusia 
yang hidup  yaitu  anak  perempuannya  kepada  orang  lain  yaitu  kepada  
pihak  paranak (pihak  pemberi  anak).  Hukum  perkawinan  adat  Batak  
Toba  disebut  adat pardongan-saripeon, dimana di dalamnya diatur segala 
hal yang berkaitan dengan urusan  perkawinan  termasuk  di  dalamnya  
pihak-pihak  yang  terkait,  proses  yang harus  dilalui,  peralatan  upacara,  
tempat  dan  tanggal  pelaksanaan,  dan  lain sebagainya.   
 Sanksi  bagi  pelanggar  hukum  adat  diyakini  datang  dari  kutukan  
Illahi yang  mereka  percayai,  misalnya  mereka  tidak  akan  mendapat  
keturunan, menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, kerugian 
ekonomis dalam setiap pekerjaan  bahkan  sanksi  kematian.  Hukuman  ini  
berlaku  bagi  pelanggar  adat hingga  keturunan  selanjutnya  dalam  
beberapa  generasi.  Hukuman  yang  datang dari masyarakat setempat 
adalah diusir dari kampung (desa), tidak diakui sebagai anggota marga dan 
dilarang mengikuti upacara adat.
14
 Di  berbagai  daerah  di  Indonesia  
maupun  di  dunia  terdapat  perbedaan-perbedaan  larangan  terhadap  
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perkawinan  antara  pria  dan  wanita  yang  ada hubungan  kekerabatannya.  
Berikut  contoh  perbedaan-perbedaan  larangan terhadap perkawinan antara 
wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatannya,  Negara bagian 
Amerika mempunyai larangan yang lebih luas yaitu orang pantang kawin 
dengan saudara kandungnya sendiri serta  dilarang dengan aturan undang-
undang  untuk  kawin  dengan  saudara  sepupu  tingkat  pertama  dari  pihak  
ayah maupun pihak ibu, dan juga dilarang kawin dengan perempuan yang 
mempunyai darah Afrika (perempuan Negro). 
  Pada  masyarakat  Batak  Toba  di  Indonesia,  dimana  orang  Batak  
Toba dilarang  kawin  dengan  perempuan  yang  mempunyai  marga  
ataupun  rumpun marga  yang  sama,  hal  ini  terjadi  karena  pernikahan  
semarga  (namariboto) dianggap sebagai pernikahan sedarah. 
C. Perkawinan Dalam Hukum Islam  
 Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata 
nikah dan kata zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya 
haqiqat yakni dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. 
33 
 
Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni watha` yang berari setubuh atau 
aqad yang berari melakukan perjanjian pernikahan.
15
  
Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh ‘ala al- 
Mazahibil Arba’ah menyatakan makna kawin secara etimologi ada tiga 
macam, yaitu: 
 ظفل كترشم هنا : اهثلثا ,ءطولا فى زامج دقعلا فى ةقيقح : نياثلا ,مضلاو ءطولا : لولاا
ءطولاو دقعلا ينب16 
Artinya: Yang pertama bersetubuh dan berkumpul, kedua bahwa nikah 
secara haqiqat pada akad dan secara majazi pada bersetubuh, ketiga 
bahwasanya sama lapaz di antara akad dan wati’.  
 Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dala beberapa kamus di 
antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan (1) 
perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) sudah 
beristri atau berbini.
17
  
 Definisi perkawinan juga dapa dilihat peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia 
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Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari`ah dalam Hukum 
Indonesia), (Jakarta : Kencana, 2010), h. 272  
16
Abdurrahman al-Jaziri,al- Fiqh `ala Mazahibul Arba’ah, Juz IV (Darul Ihya 
Att.hurasul ‘Arabi, tt.h), h. 1. 
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Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian : 
‚Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa‛18 
 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa 
perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. 
19
 
Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam 
kitab suci al-Qur'an di antaranya: Dalam surat an-Nur ayat 32: 
 ِِلا َّصلاَو ْمُكْنِم ىَمَيَلأا اوُحِكَْنأَو ْنِم َُّللَّا ُمِهِنْغ ُي َءَارَق ُف اُونوُكَي ْنِإ ْمُكِئاَمِإَو ْمُِكداَبِع ْنِم َين
( ٌميِلَع ٌعِساَو ُ َّللَّاَو ِهِلْضَف٤٣) 
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
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Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia 
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Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,, Intruksi Presiden RI, No. 154 
Tahun 1991, 10 Jui 1991, h. 14 
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Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha 
Mengetahui."(QS an-Nur : 32)
20
 
 
Dan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21: 
 ِتَيَآ ْنِمَو َّنِإ ًةَْحَْرَو ًةَّدَوَم ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيلِإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِه
( َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَقِل ٍتَيَلآ َكِلَذ فِ٣٢) 
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merassa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rum: 
21)
21 
Di samping ayat-ayat di atas ada juga hadis-hadis Nabi yang berisi 
anjuran-anjuran perkawinan di antaranya sabda Nabi SAW: 
لا رشعم يَ( : صلى الله عليه وسلم الله لوسر انل لاق لاق هنع الله ىضر دوعسم نب الله دبع نعش باب
ف ,جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نمإ هنأسي لم نمو ,جرفلل نصحاو رصبلل ضغت عط
ف ,همصيلفإهيلع قفتم )ءاجو هل ن.22 
Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siapa di antara kamu 
sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin 
itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih 
memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu kawin 
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Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: asy-Syifa, 
1992), h. 549. 
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Ibid.,h. 644. 
22
Imam al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III (Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992), h. 429. 
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(sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu 
menahan nafsu baginya." (HR Bukhari dan Muslim). 
 Lebih lanjut, rukun (Arab; rukn), jamaknya arkan, secara harfiah 
anatara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, 
bagian, unsur dan elemen. Sedangkan Syarat (Arab; Syarth jamaknya 
syara`ith) secara literal berarti penanda, indikasi dan memastikan. Istilah para 
ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi 
eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu 
dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.
23
   
Syaikh Zainuddin menyebutkan dalam kitabnya Fath al-Mu'in bahwa 
rukun kawin ada lima yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, 
wali kawin, saksi kawin dan ijab qabul. Adapun syarat-syarat perkawinan 
mengikuti rukun-rukun tersebut.
24
 
Beberapa rukun kawin yang harus terpenuhi untuk terlaksanakannya  
perkawinan adalah sebagai berikut: 
1. Mempelai laki- laki 
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Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta : Rajawali 
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24
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fath al-Mu'in (Surabaya: al -hidayah, tt.h), 
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2. Mempelai perempuan 
3. Wali 
4. Dua orang saksi 
5. Shigah (ijab qabul ) 25 
Kemudian dari kelima rukun kawin tersebut maka terdapat syarat yang 
menjadikan syahnya suatu perkawinan.Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, 
maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-
hak perkawinan.
26
 Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai 
berikut: 
1) Calon mempelai pria 
a) Beragama Islam 
b) Laki- laki 
c) Jelas orangnya 
d) Dapat memberikan persetujuan 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan 
2) Calon mempelai wanita 
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Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 4 (Bairut 
Libanon : Dar Al -Fikr, tt.h), h. 16. 
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Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Beirut Libanon Dar Al -Fikr, 1992), h. 48. 
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a) Beragama Islam 
b) Perempuan 
c) Jelas orangnya 
d) Dapat dimintai persetujuannya 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan 
3) Wali Kawin 
a) Laki- laki 
b) Dewasa 
c) Mempunyai hak perwalian 
d) Tidak terdapat halangan perkawinan27 
4) Saksi Kawin 
a) Minimal dua orang laki- laki 
b) Hadir dalam ijab qabul 
c) Dapat mengerti maksud akad 
d) Islam 
e) Dewasa28 
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Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafondo Persada, 1995),  
h. 71. 
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Ibid.,h. 71. 
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5) Ijab Qabul 
Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan.Inilah 
yang dinamakan aqad kawin (ikatan atau perjanjian perkawinan). Ijab 
dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedang 
qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
29
 
6) Mahar 
Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki 
kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.
30
 
D. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi  
Wanita dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, para wanita yang 
halal dinikahi dan istilah ini disebut dengan an-nisa al-ajnabiyyat (wanita 
yang ajanabi). Maksud wanita yang ajanabi ialah para wanita yang halal 
dinikahi tanpa adanya sangkut pautnya dengan nasab (keturunan), 
pernikahan, maupun sesusuan.Kedua, para wanita yang haramm dinikahi, 
wanita yang haram dinikahi disebut dengan al-Nisaa al- Muharramat (wanita 
                                                            
29
Moh Anwar, Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Bandung: Al- 
Ma’arif, 1971), h. 126. 
30
Dirjen Bimbagan Islam Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Proyek 
Pembinaan  Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995), h. 109. 
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yang haram dinikahi) karena ada beberapa ikatan yang menghalangi untuk 
dinikahi.Ikatan yang dimaksud adalah ikatan nasab, ikatan perkawinan dan 
ikatan sesusuan. Berikut ini penulis akan menerangkan beberapa kriteria 
tentang wanita yang haram dinikahi. 
Allah SWT. telah berfirman dalam al-Qur’an: 
 ُتاَن َبَو ِخلأا ُتاَن َبَو ْمُكُتلااَخَو ْمُكُتا َّمَعَو ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَن َبَو ْمُكُتاَه َُّمأ ْمُكْيَلَع ْتَمِّرُح
 ُمُكُتاَه َُّمأَو ِتْخلأا ُمُكُِبئَبََرَو ْمُكِئاَسِن ُتاَه َُّمأَو ِةَعاَضَّرلا َنِم ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضَْرأ تِلالا
 َحاَنُج لاَف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد اُونوُكَت َْلم ْنَِإف َّنِِبِ ْمُتْلَخَد تِلالا ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُِكروُجُح فِ تِلالا
 ُمُكِئاَن َْبأ ُلِئلاَحَو ْمُكْيَلَع َّنِإ َفَلَس ْدَق اَم لاِإ ِْين َتْخلأا َْين َب اوُعَمَْتَ ْنَأَو ْمُكِبلاْصَأ ْنِم َنيِذَّلا
( اًميِحَر ًاروُفَغ َناَك ََّللَّا٣٤) 
Artinya:  Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan  saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; 
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Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS 
An-Nisa 4:23)
31
 
Dari penjelasan ayat tersebut jelas bagi kita mana saja wanita yang 
haram untuk dinikahi dan mana yang halal untuk di nikahi, kemudian 
Zakaria al-Anshari dalam kitabnya mengklasifikasikan para wanita yang 
haram dinikahi. Sebagaimana dijelaskannnya: 
 تنبو ةلالخاو ةمعلاو تخلااو تنبلاو ملاا حاكن وهو بسنل ناك ءاوس هنيعلاما مارلاف
ا تنبو خلاااك وهو عاضرل وأ تخلا نبلاةجوزو بلا ةجوز حاكن وهو ةرهاصلموأ بسنل
جوزو جوزو تنبلا ملا32 
Artinya: Maka sebab  keharaman pernikahan terkadang karena orangnya   
sama ada disebabkan hubungan nasab yaitu menikahi ibu kandung,  
anak perempuan kandung, saudari kandung, saudara-saudara ayah 
yang perempuan, saudara- saudari ibu yang perempuan, anak 
perempuan dari anak saudara laki-laki, anak perempuan dari 
saudara perempuan, atau disebabkan hubungan sesuan yaitu seperti 
hubungan nasab atau karena musharah (semenda) yaitu menikahi 
istri ayah, istri dari anak laki-laki (menantu), dan suami ibu yang 
telah dukhul. 
Lebih lanjut ia menambahkan wanita yang haram dinikahi kerena 
mengumpulkan (haram lil jam’i), yaitu: 
                                                            
 
31
Departemen Agama RI,  al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 81 
32
Zakaria al- Anshari, Syarqawi ala al- Tahrir, juz II (Surabaya: al-Hidayah,t,th) h.  
214 
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ينب عمجللاماو  وءرلمااهتخأوأاهمأ وأينبو اهتلاخوأ اهتمع  را نمرثكاعب هل33 
Artinya: Dan terkadang penyebab keharaman itu karena mengumpulkan 
seorang perempuan dengan ibunya, dengan saudari kandungnya, 
dengan bukdenya, dengan makciknya, dan seorang perempuan 
bagi orang yang telah mempunyai empat orang istri. 
 Sedangkan dalam Buku Fiqh Munakahat (Nikah, khitbah dan Talak) 
dijelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi dibagi menjadi dua 
bentuk, yaitu Keharaman menikahahi wanita secara abadi dan Wanita 
Haram Sementara.
34
 
 Dalam hukum Islam inilah yang dikenal dengan asas selektivitas. 
Maksudnya ialah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu 
menyeleksi siapa saja yang boleh ia nikahi dan dengan siapa ia tidak boleh 
menikah.
35
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Ibid., h. 215  
 
34
Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh 
Munakahat (Nikah, khitbah dan Talak), (Jakarta : Amzah, 2009), h. 136 
 
35
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 
(Medan, Rajawali Pers, 2006), h. 144  
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BAB III 
LOKASI PENELITIAN  
A. Kondisi Sosial dan Ekonomi 
 Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kecamatan Doloksanggul 
Kab. Humbang Hasundutan sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan 
pada hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis yang menemukan 
fakta bahwa Doloksanggul merupakan salah satu daerah yang penduduknya 
mayoritas bersuku Batak Toba dan memiliki sistem adat masih kental dan 
kuat.  
 Secara astronomis Kecamatan Doloksanggul berada pada titik 2
0
 09’ - 
2
0  25’ Lintang Utara dan 980 35’ - 980 49’ Bujur Timur dengan luas wilayah  
20. 929, 53 Ha. Wilayah tersebut terbagi dalam 1 kelurahan dan 27 desa. 
Sedangkan secara geografis sebelah Utara Doloksanggul berbatas dengan 
Kecamatan Pollung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Parmonangan dan Sijamapolang, sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan 
Onan Ganjang dan Kecamatan Parlilitan dan sebelah Timur berbatas dengan 
Kecamatan Lintong Nihuta. 
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 Jumlah penduduk Kecamatan Doloksanggul sebanyak 48. 211 orang 
yang tersebar di 28 Kelurahan/ Desa dan 93% merupakan masyarakat asli  
Batak Toba dan 7% merupakan pendatang yang terdiri dari suku Jawa, 
Melayu, Mandailing dan Karo,
 1
 dengan pembagian sebagaimana berikut : 
Tabel 2.1.  Jumlah Penduduk 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 24. 008 
2. Perempuan  24. 203 
Jumlah Total 48. 211 
Sumber : BPS Kab. Humbang Hasundutan. 
 Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Doloksanggul 
terbilang cukup baik. Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kab.  
Humbang Hasundutan terlihat data sebagai berikut: 
Tabel 2.2.  Jumlah Sekolah 
No 
SD/ Sederajat SLTP/ Sederajat SLTA/ Sederajat 
Neg Swas Neg Swas Neg Swas 
1. 39 1 4 4 5 4 
  Sumber :  BPS Kab. Humbang Hasundutan  
Tabel 2.3. Jumlah Siswa 
                                                            
 
1
Badan Pusat Statistik, Doloksanggul Dalam AngkaTahun 2017, (Kondisi Geografis 
dan Astronomis  
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No 
SD/ Sederajat SLTP/ Sederajat SLTA/ Sederajat 
Neg Swas Neg Swas Neg Swas 
1. 6986 961 3012 965 3892 475 
Sumber :  BPS Kab. Humbang Hasundutan  
Tabel 2.4. Jumlah Guru Sekolah  
No 
SD/ Sederajat SLTP/ Sederajat SLTA/ Sederajat 
Neg Swas Neg Swas Neg Swas 
1. 388 29 169 73 283 55 
Sumber :  BPS Kab. Humbang Hasundutan  
 Data diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan 
sudah berdiri, namun perlu ditingkatkan baik dari jumlah kualitas dan 
kuantitas agar seimbang dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan 
Doloksanggul.   
 Sebagai daerah yang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu rata-
rata 19
0
, mayoritas masyarakat Kecamatan Doloksanggul bermata pencarian 
bertani dan berkebun. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut : 
Tabel 2.5. Hasil Produksi Mata Pencaharian Masyarakat Doloksanggul. 
Sektor Pertanian 
Padi Sawah  27. 137,36 ton  
Padi Ladang  107, 28 ton 
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Tanaman Palawija 
Jagung  756, 93 ton  
Ubi Kayu  724, 73 ton  
Ubi Jalar  454, 55 ton 
Kacang Tanah  78, 71 ton  
Sektor Perkebunan 
Kopi   2. 465, 85 ton  
 Sumber :  BPS Kab. Humbang Hasundutan  
 Dari data diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat 
Kecamatan Doloksanggul bermata pencarian petani dan berkebun. Selain itu, 
kegiatan ekonomi yang cukup siginifikan terjadi dipusat kota Doloksanggul 
baik dalam bidang pertanian maupun wirausaha. Setiap hari di pasar 
Doloksanggul terdapadat pajak harian tempat para petani memperdagangkan 
hasil bumi berupak kepala, sayur-sayuran, ikan dan kebutuhan rumah tangga 
lainnya. Selain itu, pasar Doloksanggul menjadi pusat transaksi barang dan 
jasa yang sangat signifikan, karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di 
pusat kota bermata pencarian pedagang.  
 
47 
 
B. Kondisi Keagamaan dan Kultural 
 Masyarakat di Kecamatan Doloksanggul terbilang cukup heterogen, 
meskipun didominasi oleh umat beragama Kristen. Sesuai dengan data yang 
diperoleh dari Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan 
menunjukkan selisih  yang cukup signifikan.  
Tabel 2.6. Perbandingan Jumlah Umat Beragama di Kec. Doloksanggul  
No Umat Islam Umat Kristen 
1. 4% 96% 
Sumber :  Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan   
 Untuk menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan di Kecamatan 
Doloksanggul, terdapat fasilitas keagamaan yang digunakan untuk pengajian 
rutin, baik kaum bapak maupun kaum Ibu setiap satu minggu sekali dan 
secara rutin melakukan pembinaan terhadap anak-anak. 
Tabel 2.7. Fasilitas Keagamaan  
NO 
ISLAM 
KRISTEN 
MASJID MUSHOLLAH 
1. 3 3 81 
Sumber :  BPS Kab. Humbang Hasundutan 
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 Meskipun selisih jumlah umat beragama sangat tajam, hingga saat ini 
tidak pernah terjadi satu pun kasus atau fenomena yang menimbulkan 
kekacauan yang disebabkan oleh agama, artinya masyarakat Kecamatan 
Doloksanggul hidup rukun dan toleran.  Hal ini ditunjang dengan sistem adat 
Batak Toba yang masih sangat mengikat meskipun berbeda agama. 
  Sedangkan dari segi kultural, Kecamatan Doloksanggul merupakan 
saah satu ikon masyakarat Batak Toba. Hal ini ditandai dengan didirikannya 
tugu marga-marga di Kecamatan Doloksanggul, diantaranya tugu marga opat 
pissoran (Panggabean, Hutagalung, Hasibuan, Tobing, Hutabarat) di 
Pasaribu, tugu marga purba di Lumban Tobing, tugu marga Marbun di 
Sipituhuta, tugu marga Simamora di Jalan Merdeka Doloksanggul, tugu 
marga Sihite di Barangan Sihite II, tugu marga Simamullang di Matiti.  Selain 
itu, terdapat sebuah cerita masyur di masyarakat Batak Toba yang sekaligus 
sebagai asal muasal lahirnya nama “doloksanggul“ dan memiliki hubungan 
dengan sistem adat di Doloksanggul yang begitu kuat. 
 Dahulu Doloksanggul merupakan hutan belantara yang masih dihuni 
berbagai binatang-binatang buas dan semak belukar. Pada suatu hari ada 
pesta (ulaon) disebuah tempat yang harus melalui daerah tersebut. Kala itu, 
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setiap ibu-ibu yang mau menghadiri pesta harus memakai kebaya dan 
sanggul. Mereka menempuh perjalanan yang memakan waktu 1 hari. 
Ditengah perjalanan mereka beristarahat tepat di hutan yang sekarang 
bernama Doloksanggul. Ternyata tanpa disadari seorang ibu-ibu ketinggalan 
sanggul dan setelah tiba ditujuan baru disadaril. Setelah pesta usai mereka 
kembali melakukan perjalanan melalui rute yang sama, mereka tidak lagi 
menemukan sanggul tersebut. Dari Dolok Nabolon (Kecamatan Pollung) 
mereka memandang (manatap) kebawah dan melihat pemandangan yang 
sangat indah, lama kelamaan mereka mulai menyukai tempat tersebut dan 
mulai membuka lahan. Karena mereka menemukan tempat tersebut dari atas 
Bukit (dolok)  dan mereka sedang mencari sanggul sehingga mereka 
menamakan tempat tersebut “Doloksanggul”.  
C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang Hasundutan 
 Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang Hasundutan 
memiliki hubungan dengan sejarah berdirinya Kab. Humbang Hasundutan 
yang secara sah berdiri pada tanggal 27 Juli 2003. pada saat itu Kab. 
Humbang Hasundutan melepaskan diri dari Kab. Tapanuli Utara, dimana 
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pada saat itu masyarakat Kecamatan Doloksanggul masih berlindung pada 
pemerintahan Kab.  Tapanuli Utara, termasuk umat Islam.  
 Sejak didirikannya Kab. Humbang Hasundutan, Majelis Ulama 
Indonesia belum berdiri dan untuk menaungi umat Islam di wilayah Kab. 
Humbang Hasundutan, hanya ada satu Lembaga Keislaman yang diutus oleh 
MUI Kab. Tapanuli Utara untuk mewadahi dan menampung aspirasi umat 
Islam di Kecamatan Doloksanggul.  
 Pada tahun 2007, lahirlah aspirasi dan desakan dari para tokoh 
agama untuk segera membentuk Mejelis Ulama Indonesia Kab. Humbang 
Hasundutan dengan mengirimkan surat rekomendasi pembentukan DP. MUI 
Kab. Humbang Hasundutan ke MUI Kab.  Tapanuli Utara. Sejak itulah MUI 
Kab. Tapanuli Utara merekomendasikan kembali ke MUI Provinsi Sumatera 
Utara dan menginstruksikan agar segera melaksanakan MUSDA I di 
Kecamatan Doloksanggul.  
 Ketika ditemui, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) I, Willer 
Tumangggor menjelaskan bahwa ketika itu ada rekomendasi dari Kepala 
Kantor Departemen (sekarang ; Kementerian) Agama yang kala itu dipimpin  
oleh Drs. Jauhari Effendi Samosir untuk segera mendirikan Majelis Ulama 
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Indonesia Kab. Humbang Hasundutan ke Majelis Ulama Indonesia Prov. 
Sumatera Utara.
2
    
 Pada MUSDA tersebut terpilih Bapak H. Aminuddin Sihite sebagai 
Ketua Umum dan Hasanuddin Purba sebagai Sekretaris Umum. Pada saat itu 
kondisi pendidikan, khususnya umat Islam masih sangat memprihatinkan, 
hanya terdapat 1 Madrarasah Ibtidaiyah. Dengan berdirinya MUI Kab. 
Humbang Hasundutan kondisi pendidikan umat Islam sudah mulai 
diperhatikan.  
 Pada tahun 2012 diadakan pemilihan Ketua MUI Kab. Humbang 
Hasundutan melalui MUSDA II yang dilaksanakan di Kecamatan 
Doloksanggul, hasil MUSDA tersebut menetapkan Bapak H. W Tumanggor 
menjadi Ketua dan Muara Manullang sebagai Sekretaris Umum. Pada tahun 
2015 berakhir masa khidmat MUI Kab.  Humbang Hasundutan dilaksanakan 
MUSDA ke III dan menetapkan H. Arifin Sihite sebagai Ketua Umum dan 
Bapak Tunas Sutomo Munte sebagai Sekretaris Umum.    
 Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang Hasundutan menjadi tempat 
masyarakat Kab. Humbang Hasundutan memperoleh pandangan keagamaan 
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Williem Tumanggor, Mantan Ketua MUI Kab. Humbang Hasundutan, Wawanca, 
Doloksanggul 30 Juli 2018 
52 
 
mengenai permasalahan-permasalahan keislaman yang mereka temui.  
Dengan jumlah umat Islam yang minoritas, peran serta Majelis Ulama 
Indonesia Kab. Humbang Hasundutan untuk mendapingi akidah umat Islam 
sangat dibutuhkan.   
 Dengan usaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat 
Islam agar tercipta kondisi kehidupan bergama yang bisa menjadi landasan 
yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas 
(khaira ummah) dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, 
amar ma’ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama 
dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.  
D. Eksistensi MUI Kab. Humbang Hasundutan 
Sejauh ini, MUI Kab. Humbang Hasundutan merupakan wadah yang 
sangat dipercaya umat Islam untuk menyampaikan permasalahannya yang 
berhubungan dengan hukum Islam. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif 
masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan MUI, yaitu melakukan Muzakarah 
secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan pengurus Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Sumatera Utara, mensosialisasikan fatwa-fatwa Mejelis 
Ulama Indonesia, memberikan jawaban terhadap permasalahan-
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permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, melakukan sosialisasi 
mengenai paham radikalisme di tengah masyarakat, mempererat Ukhwah 
Islamiyah dan pembinaan hubungan antar umat beragama, membuka 
Perpustakaan untuk menambah literasi masyarakat Islam di Kab.  Humbang 
Hasundutan, membangun kerja sama dengan Pemerintah Kab.  Humbang 
Hasundutan mengenai monitoring masyarakat muslim disetiap kecamatan di 
Kab.  Humbang Hasundutan, pengadaan unit usaha dengan memanfaatkan 
sistem Wakaf, membahas isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
3
 
                                                            
 
3
Safran Rizal H, Sekretaris Umum MUI Kab.  Humbang Hasundutan Masa Khidmat 
2017-2022, Wawancara, Doloksanggul 16 Agustus 2018.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Tata Cara Perkawinan Dalam Masyarakat Batak Toba 
 Sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, perkawinan dalam 
masyarakat Batak Toba dimulai dengan perkenalan antara kedua pasangan. 
Sesuai dengan umpasa Batak mengatakan, Jolo tiniktik sanggar laho 
bahenon huru-huru, jolo sinukkun marga asa binoto partuturan. Artinya jika 
ingin membangun sebuah hubungan lebih lanjut, kita harus terlebih dahuli 
menanyakan marga.   
 Begitu juga sebelum melangsungkan perkawinan, kedua pasanga 
harus terlebih dahulu mengetahui marga pasangan mereka dan jika perlu 
dibantu oleh orang yang lebih paham tentang itu. Demikian disampaikan 
oleh Bapak Hasiholan Sihite, salah satu tokoh adat di Sihite II.  
“Molo dihita halak batak, parjolo ikkon sukkunon do margana asa 
diboto partuturan”1 
 Proses perkenalan ini merupakan proses awal yang dijalani sebelum 
memasuki tahapan-tahapan selanjutnya yang memerlukan waktu dan proses 
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Op. Hasiholan Sihite, Tokoh Masyarakat Adat Batak Toba, Wawancara, Barangan, 
tanggal 17 Juli 2018  
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yang cukup panjang, meskipun terakhir ditemui banyak yang sudah 
dipersingkat. Adapun prosesnya antara lain: 
a) Patuahon hata dan Marhori-hori Dinding (Marhusip) 
 Proses ini dilakukan dengan membentuk satu tim dari pihak laki-laki 
yang terdiri dari dongan tubu, bere, dongan sahuta untuk menemui pihak 
perempuan. Tim tersebut akan ditugaskan untuk membicarakan beberapa 
hal, diantaranya untuk menyampaikan niatan dari laki-laki tersebut yang 
bersedia mempersunting perempuan tersebut (patuahon hata). Selain itu, 
mereka juga ditugaskan untuk membicarakan jumlah sinamot serta rincian 
proses acara perkawinan (marpudun saut). Proses ini juga biasanya 
dilanjutkan dengan makan-makan dan dengan menghidanglan ikan mas. 
Dalam Islam proses ini dikenal dengan khitbah. 
b) Martumpol dan Marhata Sinamot 
 Martumpol merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menanyakan 
apakah masih ada hal-hal yang menjadi penghalang proses perkawinan 
mereka dengan menanyakan kepada raja adat. Jika masih ada, mereka tidak 
akan diberi izin dan diminta untuk diselesaikan dengan raja adat mereka 
masing-masing.  
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 Sedangkan marhata sinamot biasanya dilajukan di kediaman 
perempuan yang dipimpin oleh pihak paranak dan dilanjutkan dengan doa 
bersama. Selanjutnya mereka akan memutuskan siapa yang akan menjadi 
Raja Pangalusi  pada pihak paranak dan raja panise pada pihak perempuan 
yang ditugaskan sebagai pangkatai di pesta nanti.  
c) Mata ni ulaon 
 Mata ni Ulaon atau puncak acara dalam perkawinan Batak Toba akan 
dirangkai dengan beberapa prosesi, diantaranya prosesi Sibuhabuhai 
ditandai dengan informasi keberangkatan pihak laki-laki ke rumah pihak 
perempuan (ulaon). Rombongan tersebut akan membawa makanan 
(ampang) yang diletak di atas untuk diserahkan kepada pihak perempuan 
dan dihantarkan sepatah kata dari pihak laki-laki yang berisi do`a agar 
puncak acara pesta ini dimudahkan dan sukses terlaksana. Selanjutnya kan 
dibalas oleh pihak perempuan dengan memberikan ikan (dekke namokmok).  
 Setelah prosesi sibuah-buahi selesai, dilanjutkan dengan prosesi 
keagamaan. Bagi yang beragama Islam mereka melangsungkan akad nikah, 
bagi pemeluk agama Kristen dilakukan pemberkatan di gereja. Prosesi ini 
juga biasanya dihadiri oleh Raja adat untuk memberikan nasihat mengenai 
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tanggung jawab serta peran kedua mempelai di tengah masyarakat adat 
Batak Toba.  
 Setelah itu memasuki upacara adat, dimana kedua mempelai berdiri 
dipintu tempat acara untuk menyambut keluarga dan rombongan para pihak. 
Prosesi ini diiringi dengan musik atau gondang dan dipersilahkan duduk 
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hasuhutan, 
 Hasuhutan paranak akan mempersembahkan tudu-tudu ni 
sipanganon sebagai inti dari acara tersebut. Tudu-tudu ni sipanganon ini 
artinya mereka kedua belah pihak bersama-sama memanjatkan doa sembari 
makan bersama dengan bertukar makanan (sipanganon). Kemudian prosesi 
dilanjutkan dengan marhata, mambagi parjambaran, mangalean ulos, 
marhata-hata si gabe, olop-olop dan diakhiri dengan ulaon sadari. Prosesi 
perkawinan ini biasanya ditutup dengan saling berbalas umpasa atau pantun 
Batak. 
 Proses perkawinan tersebut biasanya digunakan dalam prosesi 
perkawinan di Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan yang 
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mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam buku yang dipegang oleh 
raja adat. 
2
 
B. Sanksi dan Eksekusi Perkawinan Satu Rumpun Marga 
 Selanjutnya penulis menemui para ketua adat sebagai refresentasi 
masyarakat adat untuk menjelaskan keberlangsungan pemberian sanksi 
akibat pelaksanaan perkawinan satu rumpun tersebut. Oppung Manusur 
Purba, usia 60 tahun sebagai ketua adat di Desa Purba Dolok. Beliau 
memberikan pendapat sebagai berikut : 
“On ma nadi titip ni akka oppung ta, ikkon manat hita mamereng 
marga di batak on. Dang boi asal-asal, apalagi akka na samudar, 
pattang do di hita i.
3
 
 Beliau mempertegas bahwa dalam memilih pasangan tidak boleh asal-
asalan, marga harus diperhatikan sebagai titipan dari para nenek moyang. 
Selanjutnya Oppung Munzir Manullang, usia  70 tahun sebagai ketua adat di 
Desa  Matiti. Beliau menjelaskan bahwa marga-marga di Batak Toba telah di 
susun sedemikian rupa berdasarkan kekerabatan, jadi tidak boleh ada yang 
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Op. Munzir Manullang, Tokoh Adat Batak Toba, Wawancara, Matiti, tanggal 18 Juli 
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Op. Manusur Purba , Tokoh Adat Batak Toba, Wawancara, Purba Dolok, tanggal 
17 Juli 2018 
59 
 
melanggar karena bisa merusak sistem kekerabatan bagi keluarga dan 
masyarakat yang ada di sekitar mereka.  
“Ai naso adong be haroa jumpang ni marga na asing, hita namaradat 
ikkon manat do mamereng marga dohot asal niba, nungga tarsusun I 
sude, molo sanga I jadi sega ma sude partuturan ni akka keluarga 
na.”4 
 Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Oppung Zeky  
Lumban Gaol, usia 75 tahun Ketua adat di Marade, beliau menjelaskan 
bahwa kategori satu rumpun ialah yang merupakan satu marga, satu rumpun 
dan beda marga dan beda marga beda suku. Jika mereka melangsungkan 
perkawinan, salah satu di antara mereka harus ganti marga jika tidak mereka 
harus membayar adat dengan memotong hewan (kerbau).    
“Molo dihita sarumpun I maksud na akka na samarga, sa butuha, 
dohot beda marga ale beda suku ta, ale tong do nian sama i. Akka 
naso boi marsibuaton do i. Molo nga sanga tarbuatna, ikkon ma halaki 
marganti marga sahalak. Molo daong mambaen pesta ma halaki 
mangelek raja dohot akka hula-hula ni natorasna.”5 
 Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Oppung Hasiholan Sihite, 
Usia 59 tahun sebagai ketua adat di Desa Barangan Sihite II, beliau 
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menjelaskan bahwa di Desa tersebut belum ada ditemui perkawinan yang 
demikian, jika ada perkawinan demikian masyarakat dan tokoh adat tidak 
akan melibatkan pasangan tersebut dalam kegiatan-kegiatan adat.  
“Molo di huta on, dang masa dope songon-songon i, jala memang 
pada dasar na dang boi. Attar sarupa doi namanikah I akka dongan 
samarga ta, di akka raja adat jarang do na olo manjalo akka songon 
on tu paradatan, holan boi mamereng ma, anggo aktif di paradatan 
dang boi i.
6
  
 Penulis menyimpulkan bahwa ketua adat sepakat bahwa perkawinan 
satu rumpun marga tidak boleh dilaksanakan di masyarakat Batak Toba. 
Karena marga tersebut sesungguhnya dibuat sebagai identitas dan titipan 
oleh para nenek moyang dan para leluhur masyarakat Batak Toba. 
Konsekuensi yang mereka berikan pada dasarnya diberlakukan juga oleh 
para tokoh-tokoh adat sebelum mereka untuk memberikan sanksi dan efek 
jera sekaligus sebagai upaya untuk menjaga koeksitensi adat Batak Toba.  
C. Fenomena Umat Islam yang Melangsungkan Perkawinan Satu 
Rumpun Marga   
 Perkawinan satu rumpun marga hingga saat ini masih dianggap 
sebagai hal yang aneh oleh masyarakat Kecamatan Doloksanggul. Penulis 
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berupaya mencari data ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul 
untuk menjajaki perkawinan satu rumpun marga yang pernah terjadi di 
Kecamatan Doloksanggul. dari riset tersebut penulis menemukan setidaknya 6 
orang yang telah melangsungkan perkawinan satu rumpun marga. Dengan 
data sebagai berikut :  
Tabel 4. 1. Pasangan yang melangsungkan perkawinan Satu Rumpun Marga 
 
No. NAMA PASANGAN DESA 
1. Bpk. J. Purba dan Ibu N Br. Pakpahan Purba Dolok 
2. Bpk. M. Manullang dan Ibu N Br. Sihite  Pasar Doloksanggul  
3. Bpk. J. Panjaitan dan Ibu  N. Pakpahan Matiti  
4. Bpk P. Lumban Gaol dan Ibu M. 
Lumban Nahor 
Sirisi-risi 
5. Bpk. A.  Simanjuntak dan Ibu L. Siagian  Pasaribu 
6. Bpk. A.R. L. Batu dan Ibu L. L. Gaol Sirisi-risi 
Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul  
 Penulis menemui para responden dan melakukan wawancara dan 
menemukan alasan yang relatif yang beragam. Meskipun mereka menyadari 
adanya konsekuensi adat atas perkawinan yang mereka lakukan. Adapun 
alasannya ialah karena faktor cinta, faktor kebudayaan dan faktor agama 
yang tidak melarang perkawinan yang demikian. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh Bapak Junjungan Purba, 33 tahun yang menikah dengan 
N Br. Pakpahan 26 tahun sebagai berikut : 
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“Molo hami do bere, memang akka keluarga godang naso setuju, ale 
boha ma beanon. Sebelum hami mangalua nungga parmisi attong 
hami tu akka raja-raja adat nadi huta. Molo tanggapan ni halak i ikkon 
do ninna nihargai akka nadi tinggalhon ni akka oppu. Jae halak I tetap 
do mangorai. Ale hami pe ikkon na jadi do dhot nattulang mon. Ima di 
suru halak I holan menikah secara agama, dang boi be dhit hami tu 
paradatan.”7 
 
 Selain itu penulis juga menemui Oppung M. Manullang, 54 tahun 
yang menikah dengan N Br. Sihite 52 tahun, beliau berpendapat :  
“Hami do oppung nga menikah 30 tahun,. ikkon paboa hon acara 
nami on tu akka raja adat. Ima didok akka raja-raja na jolo. Dhot 
akka tulang mu pe dang boi be maradat di son saleleng hami dang di 
adat dohot manggarar adat.”8 
 
 Oppung M. Manullang menjelaskan bahwa mereka telah menikah 30 
tahun yang lalu dan harus meminta izin kepada ketua adat. Mereka 
diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun selama mereka tidak 
melangsungkan pesta sebagai bentuk permohonan maaf kepada para leluhur, 
mereka tidak boleh melaksanakan kegiatan adat apapun.  
 Lain halnya dengan Pak J. Panjaitan, 40 tahun yang menikah dengan 
N Br. Pakpahan, 35 tahun. Beliau berpendapat :  
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Bapak Junjungan Purba, Masyarakat Muslim yang Melangsungkan Perkawinan Satu 
Rumpun Marga, Wawancara, Purba Dolok, tanggal 22 Juli 2018 
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Bapak M. Manullang, Masyarakat Muslim yang Melangsungkan Perkawinan Satu 
Rumpun Marga, Wawancara, Pasar Doloksanggul, tanggal 22 Juli 2018 
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“Dang boi tardok nian, hami nga mardongan-dongan dohot nattulang 
mon sian SMA, 6 taon hami marhallet-hallet. Sude nga hami dalan i. 
Dang diboto hami naso  boi hami marsibutan. Ipe diboto hami lao 
paboa hon maksud ma au tu inang nahinan. Ima didok halaki naso 
boi hami marsibuatan. Ikkon jolo marganti marga ma inna hami 
sahalak. Natoras name dang setuju. Jadi hami sukkun ma songon dia 
cara na, didok akka raja I ma ikkon baenon ma inna pesta na balga 
mangganti adat sekalian mangido maaf ma tu akka oppu I asa hipas-
hipas sude. Ale ima, naborat do mambaen adat saunari on da. Iba pe 
lagi songonon do”9 
 
 Mereka telah berpacaran selama 6 tahun, sejak duduk di bangku SMA, 
hal itu yang mendasari mereka harus melangsungkan perkawinan meskipun 
mereka menyadari bahwa hal itu terlarang dalam sistem perkawinan 
masyarakat Batak Toba. Mereka telah menemui raja adat dan memberikan 
solusi satu dari mereka harus ada yang ganti marga. Namun orang tua 
mereka tidak setuju karena bisa merusak marga dan kekerabatan (partuturan) 
dan sehingga mereka diminta untuk membuat pesta adat untuk menutupi 
kesalahan mereka tersebut. Berhubung karena akan memakan biaya dan 
proses yang panjang, mereka menunda melaksanakan pesta tersebut.  
 Selain itu, penulis juga mewawancarai Bapak  P. Lumban Gaol, 51 
tahun yang menikah dengan M. Br.  Lumban Nahor, 50 tahun : 
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“Najolo au mangaratto tu Jakarta, jumpa ma dohot parni jabu disan. 
Jadi, manjalo surat rekomendasi ma hami tu Doloksanggul asa boi 
menikah di Jakarta. Dang sadia leleng, marsahit ma inong di huta, jai 
mulak hami tu huta asa adong mandongani inong.Tubu ma si ucok 
dison, ale pas partubuni godang halak rot u jabu aning manopoti, Ima 
rak di usulhon akka jolma I asa mambaen pesta hami. Ale I 
monsekuensina, molo dang I baen hami pesta I, si ucok on haduan 
dang boi mamben pesta di hutaon dohot dang boi mambaen adat 
na.
10
 
 
 Dalam kasus ini mereka meminta surat rekomendasi nikah di luar kota 
Doloksanggul, namun beberapa tahun kemudian mereka kembali dan 
menetap di Doloksanggul. Diberi sanksi oleh raja adat, jika nanti anak-anak 
mereka menikah, tidak dibolehkan melaksanakan pesta adat sama sekali 
sebelum keduanya melangsungkan pesta sebagai bentuk permohonan maaf. 
 Dari Bapak   A.  Simanjuntak 43 tahun yang menikah dengan L. Br. 
Siagian, 40 tahun, mereka beralasan: 
“Hami sering dang diajak tu paradatan, holan boi rotu pesta, anggo 
makkatai dang I paloas daba. Ale ima,, elekon ma inna raja i. Ikkon 
potongon ma sada horbo diajak ma sude akka boru, dongan tubu 
dohot hula-hula”11 
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 Dalam kasus ini, kedua pasangan tidak diikut sertakan dalam prosesi 
adat apapun sebelum mereka memotong kerbau sebagai permintaan maaf 
kepada para saudara (dongan tubu, boru, hula-hula). Meskipun mereka 
melangsungkan perkawinan akibat sesuatu hal yang tidak diinginkan.  
D. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang 
Hasundutan Tentang Perkawinan Satu Rumpun Marga 
 Sehubungan dengan laporan umat Islam dalam hal ini Bapak M. 
Manullang (54) dan Ibu N Br. Sihite (52), beralamat di Jl. SM. Raja 
Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan  mengenai pemberian 
sanksi adat bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan satu rumpun 
marga, maka dengan ini kami mengundang berbagai tokoh adat Batak Toba, 
tokoh masyarakat dan para tokoh agama untuk dapat memberikan 
keterangan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.  
 Hasil pertemuan tersebut kemudian dijadikan sebagai pandangan 
Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang Hasundutan  agar umat Islam 
memiliki pegangan untuk melangsungkan perkawinan satu rumpun marga. 
Marga memiliki posisi penting dalam struktur adat masyarakat Batak Toba 
sehingga penting memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
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marga, khususnya dalam hal perkawinan. Perkawinan demikian dilarang 
karena dianggap perkawinan sedarah dan memiliki hubungan kekerabatan 
dan kekeluargaan yang erat.  
 Adapun pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang 
Hasundutan tersebut sebagai berikut : 
1. Perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan boleh dilakukan karena 
tidak memenuhi unsur-unsur pelarangan perkawinan yang terdapat 
dalam syari`at Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur`an 
Qs. An-Nisa ayat 23.  
2. Bagi umat Islam yang telah melangsungkan perkawinan satu rumpun 
marga agar menemui para tokoh adat/ tokoh masyarakat dengan 
membawa pandangan ini untuk memperkuat posisi mereka di 
masyarakat Adat.  
3. Bagi umat Islam yang hendak melangsungkan perkawinan satu rumpun 
marga agar terlebih dahulu menemui tokoh  adat/ tokoh masyarakat.
12
 
 
E. Analisis  
 Hasil penelitian di atas, penulis dapat menganalisis fenomena yang 
telah menjadi adat istiadat di tengah masyarakat Batak Toba dalam hal 
perkawinan satu rumpun marga di tengah-tengah masyarakat muslim Batak 
Toba masih menjadi persoalan. Persoalan tersebut ketika adanya sanksi adat 
yang diberikan kepada pasangan muslim Batak Toba yang melangsungkan 
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Doloksanggul 18 Februari 2013 
67 
 
pernikahan satu rumpun marga, sanksi tersebut berupa pengasingan dari 
masyarakat adat, dan pemotongan hewan (kerbau). Padahal perkawinan satu 
rumpun marga jika dilihat dari konsep perkawinan dalam hukum Islam 
merupakan perkawinan yang sah, tanpa melanggar surah an-Nisa ayat 23 
tentang perempuan-prempuan yang tidak boleh dinikahi.  
 Pemberian sanksi dalam perkawinan satu rumpun marga pada 
masyarakat Batak Toba menunjukkan bahwa dalam segi pengamalan 
hukum, masih mengadopsi teori receptie yang dicetuskan oleh 
snouckhangronje pada masa penjajahan Belanda, dimana teori ini 
menjelaskan bahwa di saat yang sama berbenturan antara hukum adat dan 
hukum agama Islam yang dimenangkan adalah hukum adat. Tentunya hal ini 
tidak dapat dibenarkan karena teori receptie telah dibantah kebenarannya 
oleh Hazairin dengan melahirkan teori receptice exit, bahwa di saat yang 
sama terjadi benturan antara hukum adat dan hukum agama Islam yang 
dimenangkan adalah hukum Islam, hal ini sejalan dengan nilai-nilai akidah 
hukum Islam bahwa di saat seorang mengaku muslim maka di saat itu juga 
dimanapun berada harus mengamalkan hukum Islamnya.
13
 Hal ini juga 
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diperkuat dengan adanya pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan, 
bahwa perkawinan satu rumpun marga dalam masyarakat Batak Toba 
merupakan perkawinan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dalam 
hukum Islam. 
 Selain itu pandangan MUI Kab. Humbang Hasundutan juga berguna 
untuk mengangkat moralitas hukum Islam di tengah-tengah masyarakat adat. 
Umat Islam mampu terhindar dari dominasi hukum adat yang ada di 
daerahnya, dengan demikian umat Islam tidak lagi ketakutan dengan bayang-
bayang sanksi yang diberikan oleh adat karena sama sekali tidak 
bertentangan dengan hukum Islam.   
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Perkawinan pada masyarakat Batak Toba membutuhkan proses yang 
cukup panjang dan harus melalui beberapa tahapan. Hal ini dilakukan agar 
dapat terhindar dari perkawinan yang dilarang dalam hukum adat, termasuk 
salah satunya adalah perkawinan satu rumpun marga. Perkawinan ini 
dilarang karena perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan sedarah. Sistem  
peradatan  yang  berlaku dan berlangsung cukup ketat mengakibatkan 
beberapa umat Islam yang telah melakukan perkawinan satu rumpun marga 
mendapat sanksi dari pada raja adat, mulai dari tidak diakui di masyarakat 
adat, diasingkan, memotong hewan (kerbau) bahkan jika melangsungkan 
perkawinan demikian, dalam kepercayaan mereka akan mendapatkan azab 
dari ilahi.  
 Proses  berjalannya  pesta  perkawinan pada masyarakat Batak Toba 
ialah diawali dengan perkenalan,  Patuahon hata dan Marhori-hori Dinding 
70 
 
(Marhusip, Martumpol dan Marhata Sinamo, Mata ni Ulaon. Jika 
dilangsungkan perkawinan satu rumpun marga, pada pelaksanaan pestanya 
adat Batak Toba tersebut akan terjadi peran yang  saling  bertimpangtindih 
berdasarkan  Dalihan  natolu,  maka  oleh  karena perkawinan tersebut 
sangat dilarang, karena masyarakat akan memposisikan atau berperan sesuai 
dengan peran yang didasarkan oleh bentuk  kegiatan  yang  sedang  
dilaksanakan.  Sesudah  pesta  adat  tersebut  maka peran-peran  tadi  itu  
kembali  seperti  biasanya  dan  kembali  kepada  partuturan (panggilan  
kekerabatan)  sehari-harinya  berdasarkan  garis  kekerabatan  seseorang 
sebelum perkawinan tersebut terlaksana.  
 Perkawinan demikian masih terdapat di Kecamatan Doloksanggul, 
terutama umat Islamnya dan diberikan sanksi oleh raja adat. Oleh karenanya, 
MUI mengeluarkan pandangan bahwa perkawinan tersebut dianggap sebagai 
perkawinan yang sah, karena perkawinan tersebut bukan merupakan 
perkawinan yang diharamkan dalam Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya. 
B. Saran-Saran 
 Di akhir penulisan skiripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa 
saran dan harapan, di antaranya sebagai berikut: 
71 
 
 Kedepan, penting untuk membuat sebuah peraturan khusus 
(bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah) tentang keleluasaan 
umat Islam melaksanakan hukum Islam di wilayah adat. Sehingga 
moralitas hukum Islam yang telah dituangkan dalam Lembaran Negara 
sejalan dengan realita yang di akar rumput. Tentuini juga akan 
memberikan kenyamanan tersendiri bagi umat Islam melaksakan 
anjuran agama dan kepercayaannya.  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan penyuluhan 
secara konsisten mengenai permasalahan adat yang seringkali 
bersinggungan dengan masalah hukum Islam. Sehingga MUI bukan saja 
sebagai eksekutor, namun juga menjalankan fungsi pencegahan. Selain 
itu, bagi masyarakat yang berencana akan melangsungkan perkawinan 
satu rumpun marga agar berkonsultasi dengan para ketua dan pemuka 
agama di sekitar untuk mencegah terjadinya permasalahan di atas. 
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